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ABSTRAK

(A) Nama  :   Yetmiaty, NIM: 217222025
(B) Judul  :  PENERAPAN PERSYARATAN PERJANJIAN

PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2021
PADA PERUSAHAAN PROPERTI INDONESIA

(C) Halaman   :   x + 167 halaman
(D) Kata Kunci   :  Properti, Peraturan Pemerintah, Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG), PPJB
(E) Isi Abstrak  :
Penelitian Penerapan Persyaratan Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pada Perusahaan

 dilatarbelakangi oleh banyaknya perusahaan properti yang
melakukan pre project selling dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan yang hendak
dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji penerapan persyaratan PPJB
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 pada Perusahaan Properti
Indonesia dan untuk menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dan
Perusahaan Properti dalam hal penerapan persyaratan PPJB yang di atur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tidak terpenuhi (not comply). Metode
penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2021
tentang persyaratan sistem PPJB kurang efektif jika diterapkan pada Perusahaan
Properti Indonesia, apalagi jika Perusahaan Properti atau Pelaku Pembangunan
menggunakan konsep pre project selling, dimana dalam konsep ini pelaku
pembangunan dapat melakukan penjualan atau pemasaran sebelum produk properti
dibangun atau belum terpenuhinya persyaratan perizinan, yang mengakibatkan
Pasal 22 ayat (5) tentang persyaratan sistem PPJB tidak dapat memenuhi praktik
yang terjadi dalam usaha properti. dunia di Indonesia.

(F) Daftar Acuan  :  69 buku (1982-2021), 10 Perundang-undangan, 13 Artikel, 3
Kamus, 11 Internet dan 3 Wawancara.
(G) Pembimbing  :  Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
(H) Penulis  :  Yetmiaty



ABSTRACT

(A) Name  : Yetmiaty, NIM: 217222025
(B) Judul  : ANALYSIS OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER

12 OF 2021 REGARDING PPJB REQUIREMENTS FOR
IMPLEMENTATION IN INDONESIAN PROPERTY
COMPANIES

(C) Pages  :  x + 167 pages
(D) Keywords   : Property, Government Regulations, Building Approval

(PBG), Sale and Purchase Deed (PPJB).
(E) Contents  :

The research entitled
Regarding a Sale and Purchase Agreement (PPJB) Requirements for
Implementation in Indonesian Property Companies  is motivated by the large
number of property companies that carry out pre-project selling without fulfilling
the requirements as stated in Government Regulation Number 12 of 2021
concerning Amendments to Government Regulation Number 14 of 2016 concerning
the Implementation of Housing and Settlement Areas. The aim to be achieved in this
writing is to examine the application of PPJB requirements according to
Government Regulation Number 12 of 2021 in Indonesian Property Companies and
to analyze legal protection for consumers and property companies in the event that
the implementation of PPJB requirements as regulated in Government Regulation
Number 12 of 2021 is not fulfilled (not complied with). This research method uses
an empirical normative legal approach. The results of this research show that the
implementation of Government Regulation number 12 of 2021 concerning PPJB
system requirements is not very effective when applied to Indonesian Property
Companies, especially if Property Companies or Development Actors use the Pre
Project Selling concept, where in this concept, development actors can carry out
sales or marketing before the property product is built or the licensing requirements
have not been met, which results in Article 22 paragraph (5) regarding the PPJB
system requirements not being able to comply with practices that occur in the
property business world in Indonesia.

(F) Reference List  :  69 books (1982-2021), 10 Regulations, 13 Articles, 3
Dictionaries, 11 Internet and 3 interviews.
(G) Mentor  :  Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.
(H) Author  :  Yetmiaty
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